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                                                       BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 1 Peran Kepolisian dalam menanggulangi “Kumpul Kebo” di Kabupaten Sleman 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jika mengarah pada perzinahan itu harus 

ada aduan dulu dari pihak yang berkepentingan misal suami atau isteri dari 

pasangan yang melakukan “Kumpul Kebo”. Peran Kepolisian untuk melakukan 

penertiban “Kumpul Kebo” biasanya bekerja sama dengan Satpol PP berdasarkan 

Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 

2007 tentang Pemondokan. 

 2.“Kumpul Kebo” itu merupakan suatu pelanggaran hukum karena ada 

aturan yang mengatur .“Kumpul Kebo” yang mengarah pada perzinahan pada 

Pasal 284 KUHP dan aturan “Kumpul Kebo” dalam rumah pemondokan yang 

diatur pada Perda Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemondokan.    

 

     

B. Saran 

Mendasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala 

keterbatasan dan kerendahan hati, di akhir penulisan hukum atau skripsi ini ingin 

memberikan saran yang sekiranya membantu dan dapat berguna bagi semua pihak 

yakni : 

1.  Dari segi pemerintahan, agar pemerintah mengeluarkan suatu peraturan  
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perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pelaku“Kumpul 

Kebo” yang meliputi sanksi atau hukuman bagi pelaku sebagai Warga 

Negara Indonesia. 

2.  Pihak Kepolisian Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebaiknya tidak harus menunggu laporan dari masyarakat baru bertindak 

tetapi secara aktif melakukan patroli atau keliling di daerah yang rawan 

dijadikan tempat maksiat.  

3.  Pihak Kepolisian sebaiknya melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk 

membantu mengatasi penyakit masyarakat seperti “Kumpul Kebo” dan perlu 

adanya kerjasama juga dengan para ulama yang dapat membina pelaku 

“Kumpul Kebo”. 

 4.  Pembuat Peraturan daerah harus memahami penalaran hukum secara teliti 

dalam hal perumusan sanksi Peraturan Daerah agar tidak bertentangan/ 

melanggar peraturan di atasnya. 
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